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KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
1. PP Kesehatan ini tidak relevan dengan keadaan situasi dan kondisi ekonomi
masyarakat Indonesia khususnya para pedagang kecil dan UMKM pada saat ini.
PP Kesehatan yang merupakan Peraturan Pelaksana dari UU Kesehatan,
membatasi ruang gerak UMKM dengan adanya pengaturan mengenai pembatasan
penjualan rokok kepada anak di bawah umur, yang berdampak kepada berbagai
sektor UMKM. Kebijakan ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar
1945 yang mengharuskan negara melindungi dan memajukan kesejahteraan
umum, UMKM berperan penting dalam mencapai tujuan ini melalui penciptaan
lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan
kesenjangan sosial. PP Kesehatan ini juga berpotensi bertentangan dengan asas
Demokrasi Ekonomi yang menurut penjelasan Undang-undang No 20 Tahun 2008
Tentang UMKM dalam Pasal 2 huruf b, adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan
perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Salah satu
penyumbang Ekonomi negara kita ditopang oleh rokok, di balik itu ada petani,

industri tembakau, bisnis-bisnis kecil yang bergantung pada rokok.
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2. Kebijakan PP Kesehatan terkait pembatasan penjualan rokok pada anak di bawah
umur adalah langkah penting dalam melindungi kesehatan masyarakat. Kebijakan
ini dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan,
perlu diperhatikan beberapa aspek ius constituendum seperti keseimbangan antara
kesehatan masyarakat dan ekonomi, pemberdayaan UMKM berupa dukungan
yang konkret seperti pelatihan, bantuan modal usaha, dan akses pasar yang lebih
luas, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, edukasi dan sosialisasi yang
komprehensif, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, dan kebijakan ini perlu
dievaluasi secara berkala untuk melihat efektivitasnya dan dampaknya terhadap
berbagai aspek, sehingga kebijakan ini dapat mencapai tujuannya untuk
melindungi anak-anak dari bahaya rokok, sekaligus tetap memberikan ruang bagi
UMKM untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian. PP Kesehatan
ini seharusnya dibentuk bukan hanya mementingkan kesehatan masyarakat saja
tetapi harus juga memikirkan keberlangsungan pedagang kecil dan UMKM di
dalamnya dimana UMKM saat ini masih menjadi pilar perekonomian negara

apalagi sejak covid 2019.

B. SARAN

1. Urusan pertembakauan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Mengingat
kebijakan ini berimplikasi pada aspek sosial, kesehatan, ekonomi dan hal lainnya,
berharap para pengambil kebijakan dapat berhati-hati dalam mengambil

keputusan sehingga tercapainya keseimbangan dalam usaha mewujudkan
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kesejahteraan masyarakat baik dari segi kesehatan dan kesejahteraan sehingga
tidak menimbulkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Menemukan
solusi yang optimal, diperlukan keseimbangan antara kepentingan kesehatan

masyarakat, dan kepentingan ekonomi UMKM, dan prinsip-prinsip demokrasi.

Setiap regulasi harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial secara
menyeluruh. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan perlu
diperhatikan apa saja yang menjadi pedoman, menggunakan analisis teori
hierarki peraturan perundang-undangan diketahui bahwa dalam sistem hukum
Indonesia sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang hirarki
dan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka sebagai produk
hukum materi muatan pada PP tidaklah dibenarkan jika bertentangan yang

kedudukannya berada di atas PP yaitu UUD 1945.

3. Klausul dalam PP Kesehatan tentang pembatasan radius 200 meter yang dirasa
bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan asas dalam UMKM
menurut UU UMKM, haruslah segera dilakukan perbaikan melalui revisi PP
karena tidak relevan dengan keadaan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat
Indonesia khususnya para pedagang kecil dan UMKM pada saat ini. Adapun
sebagaimana analisis menggunakan teori kewenangan hukum, pihak yang
berwenang untuk merubah PP tersebut adalah Pemrakarsa. Selain itu, dari segi
masyarakat juga dapat berperan dalam upaya harmonisasi agar tidak terjadi

tumpang tindih aturan yang berlaku yaitu melalui uji materiil PP No. 28 Tahun
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2024 kepada Mahkamah Agung, Dimana putusan uji materiil dari MA
menyatakan apakah suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang sah atau tidak.

3. Para pengambil kebijakan juga harus mengakui ada kontribusi besar dari industri
tembakau. Kebijakan tersebut perlu dilihat secara komprehensif. Di satu sisi,
kebijakan tersebut memang dirancang untuk perlindungan kesehatan masyarakat.
Pemerintah juga perlu memperhatikan dan memberi dukungan terhadap pedagang
kecil dan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

4. Pemerintah sejatinya tidak boleh membuat aturan yang menyelesaikan satu
masalah dengan membuat masalah yang lain. Sebuah aturan perlu dibuat dengan
cermat dengan mendengar dari para praktisinya untuk itu diperlukan edukasi,
sosialisasi dan partisipasi dari masyarakat sebagai pedagang kecil dan pelaku
UMKM itu sendiri, kebijakan apapun yang dibuat harus melindungi para
pedagang kecil dan pelaku UMKM sehingga diharapkan dapat tercapai solusi
yang seimbang demi mewujudkan hukum yang dicita-citakan (ius

constituendum).
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